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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA
DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi

1.

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah,
sedangkan masyarakat yang salah satunya termasuk
dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial,

. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian

dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
dan berkelanjutan perlu dibentuk forum;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Forum
Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
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. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indoenesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5294;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);
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11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011,

14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor 4 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG FORUM

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1.

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi
oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di
fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi
peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha adalah komitmen dan upaya
dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam
turut serta membantu penanganan masalah sosial.

Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri
dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta
jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
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5. Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari
atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang
ditetapkan sebelumnya.

6. Lintas Sektor adalah lintas berbagai instansi, badan, lembaga,
organisasi yang membidangi berbagai aspek pembangunan.

BAB I
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan pada prinsip :

a. tertib;
b. efisien;
c. transparan; dan
d. akuntabel.
Pasal 3

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha bertujuan mengoordinasikan,
memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi
sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan
implementasi  Tanggung Jawab  Sosial Dunia Usaha  dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB Il1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha berkedudukan di Jakarta
dan di provinsi seluruh Indonesia.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha didirikan untuk
membantu Menteri Sosial dan gubernur sesuai dengan lingkup
kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab
sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Dalam mengoptimalkan tanggung jawab sosial dunia usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum melakukan :

a himbauan kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung
jawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang
menyandang masalah kesejahteraan sosial;
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b menginformasikan kegiatan sesuai dengan peta permasalahan
sosial; dan

c asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap dunia usaha untuk
melaksanakan langsung tanggung jawab sosialnya.

Pasal 6

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai tugas
membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memprioritaskan pada mereka yang memiliki
kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memilki kriteria
masalah sosial :

kemiskinan;

ketelantaran;

kecacatan;

keterpencilan;

ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
korban bencana; dan/atau

Q@ e a0 Ty

korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Pasal 7

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai fungsi :

Se@ "o a0 oy

menyusun perencanaan kegiatan;

mensinkronkan rencana,;

memadukan pelaksanaan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi;

memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;

monitoring, evaluasi dan pelaporan;

memberikan apresiasi dan penghargaan; dan/atau

memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial.
BAB IV

ORGAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial
Dunia Usaha mempunyai organ yang terdiri atas unsur Pembina,
Pengawas, dan Pelaksana.
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